
 
 
 
 
 
 

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT 
 

PROVINSI JAMBI 
 

PERATURAN  BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT 
NOMOR  13  TAHUN  2016 

 
TENTANG 

 
PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA UNTUK MASING-MASING DESA  

DALAM KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT 
 TAHUN ANGGARAN 2016  

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT, 

 
Menimbang  : bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) 

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 
257/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Penundaan dan/atau 
Pemotongan Dana Perimbangan Terhadap Daerah Yang Tidak 
Memenuhi Alokasi Dana Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati 
tentang Pembagian Alokasi Dana Desa Untuk Masing-masing Desa 
Dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2016.   

Mengingat :  1.  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan 
Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatra Tengah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 
Tahun 1965 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun 
Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan 
mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang 
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera 
Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 
Nomor 50, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 2755); 

2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan 
Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro 
Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 
tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, 
Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969); 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234); 



4. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5679); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 
47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara 
Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5717);  

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 
Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093); 

 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 
Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 257/PMK.07/2015 tentang 
Tata Cara Penundaan dan/atau Pemotongan Dana Perimbangan 
Terhadap Daerah Yang Tidak Memenuhi Alokasi Dana Desa 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2055); 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 13 
Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2016 
(Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 
2015 Nomor 13); 

11. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 41 Tahun 2015 
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2016 (Berita 
Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2015 Nomor 
41); 

12. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 11 Tahun 2016 
tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (Lembaran 
Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 
11); 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MEMUTUSKAN  : 
 
Menetapkan :   PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBAGIAN ALOKASI DANA 

DESA UNTUK MASING-MASING DESA DALAM KABUPATEN 
TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN ANGGARAN 2016.  

 
Pasal 1 

 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. 
3. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Barat. 
4. Camat adalah Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang 

memimpin penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan. 
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah 

yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat 
setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam 
sistem Pemerintah Nasional. 

6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintah Desa. 

7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan 
kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan 
Republik Indonesia. 

8. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah Dana perimbangan 
yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. 

9. Anggaran Pendapatan dan  Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDes 
adalah rencana keuangan tahunan desa yang dibahas dan disetujui bersama 
oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.  

10. Pendapatan Desa adalah semua hak desa yang diakui sebagai penambahan 
nilai kekayaan bersih dalam periode Tahun Anggaran yang bersangkutan. 

11. Belanja Desa adalah semua kewajiban yang diakui sebagai pengurangan nilai 
kekayaan bersih dalam periode Tahun Anggaran yang bersangkutan. 

12. Bagian Pemerintahan Desa yang selanjutnya disingkat Bagian Pemdes adalah 
Bagian Pemerintahan Desa pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung 
Jabung Barat. 

13. Kepala Bagian Pemerintahan Desa yang selanjutnya disingkat Kabag Pemdes 
adalah Kepala Bagian Pemerintahan Desa pada Sekretariat Daerah Kabupaten 
Tanjung Jabung Barat. 

14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD 
adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 
 

Pasal 2 
 
Peraturan Bupati ini menetapkan Pembagian Alokasi Dana Desa Untuk Masing-
Masing Desa Dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2016 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat ini. 

 
Pasal 3 

 
(1) Pemerintah Daerah Kabupaten mengalokasikan ADD dalam APBD paling 

sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari DAU dan DBH yang diterima setiap 
tahun anggaran. 
 
 
 
 
 



(2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi kepada setiap Desa dengan 
mempertimbangkan: 
a. kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa; dan 
b. jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah Desa, dan 

tingkat kesulitan geografis Desa. 
 

Pasal 4 
 

(1) Penyaluran Alokasi Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari 
Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa. 

(2) Penyaluran Dana Desa dilakukan setiap triwulan: 
a. Triwulan I sebesar 25% (dua puluh lima perseratus); 
b. Triwulan II sebesar 25% (dua puluh lima perseratus); 
c. Triwulan III sebesar 25% (dua puluh lima perseratus); dan 
d. Triwulan IV sebesar 25% (dua puluh lima perseratus); 

(3) Penyaluran Alokasi Dana Desa Tahap I dilakukan setelah Kepala Desa 
menyampaikan: 
a. peraturan Desa mengenai APB Desa kepada Bupati. 
b. Laporan pertanggungjawaban dan laporan realisasi penggunaan Alokasi 

Dana Desa tahun anggaran sebelumnya. 
(4) Penyaluran Alokasi Dana Desa Tahap II dilakukan setelah Kepala Desa 

menyampaikan laporan pertanggungjawaban dan realisasi penggunaan 
Alokasi Dana Desa triwulan I kepada Bupati. 

(5) Penyaluran Alokasi Dana Desa triwulan III dilakukan setelah Kepala Desa 
menyampaikan laporan pertanggungjawaban dan realisasi penggunaan 
Alokasi Dana Desa triwulan II kepada Bupati. 

(6) Penyaluran Alokasi Dana Desa triwulan IV dilakukan setelah Kepala Desa 
menyampaikan laporan pertanggungjawaban dan realisasi penggunaan 
Alokasi Dana Desa triwulan III kepada Bupati. 

(7) Rincian Alokasi Dana Desa yang diterima Desa setiap tahun dianggarkan 
dalam APBDesa. 

Pasal 5 
 

Pengelolaan keuangan desa dikelola sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai 
dengan tanggal 31 Desember. 

Pasal 6 
 

(1) Setiap Pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti 
yang lengkap dan sah. 

(2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh 
Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti 
dimaksud. 

(3) Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat 
dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan 
menjadi peraturan desa. 

(4) Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak 
lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang 
dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

 
 
 
 
 



Pasal 7 
 

(1) Kepala Desa dengan dikoordinasikan oleh camat setempat menyampaikan 
laporan pertanggungjawaban, laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa 
Triwulan I, Triwulan II, Triwulan III, Triwulan IV dan Laporan Realisasi 
Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahunan kepada Bupati. 

(2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. 

 
Pasal 8 

 
(1) Bupati menunda penyaluran  Alokasi Dana Desa dalam hal kepala desa tidak 

menyampaikan APBDesa, laporan pertanggungjawaban dan/atau laporan 
realisasi penggunaan triwulan sebelumnya. 
 

(2) Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sampai dengan 
disampaikannya APBDesa, laporan pertanggungjawaban dan/atau laporan 
realisasi penggunaan tahun anggaran sebelumnya. 

 
Pasal 9 

 
 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya,  memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung 
Jabung Barat. 
 

Ditetapkan di Kuala Tungkal 
pada tanggal, 11 April 2016 

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT, 

         
 ttd 
 
            SAFRIAL 

Diundangkan di Kuala Tungkal 
pada tanggal, 11 April 2016 
 
           Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT, 

 

           ttd 

             

 FIRDAUS KHATAB 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2016 

NOMOR 13 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

         


